
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 

Vol 16 No 11 Tahun 2026 
Cahaya Ilmu Bangsa Institute 

 

CAUSA 

ISSN 3031-0369 
 

PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR FINTECH LENDING DI INDONESIA TERHADAP 
PENAGIHAN INTIMIDATIF DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI 

Tiara Febrianti1,Rini Winarsih2,Syaiful Bahri3 
 

Ilmu Hukum, Universitas Darul Ulum Jombang 
Email: tiaraafb.102@gmail.com 

 

Abstract 
 

The development of financial technology (fintech) in 
Indonesia, particularly fintech lending or peer-to-peer 
lending services, has provided easier access to financing for 
the public. However, this convenience is accompanied by 
legal issues in the form of intimidating debt collection 
practices and misuse of borrowers' personal data, which 
places borrowers in a weaker legal position. This study aims 
to examine the regulatory framework and law enforcement 
in preventing intimidating collection practices and misuse 
of personal data of fintech lending borrowers in Indonesia, 
as well as to identify weaknesses in law enforcement and 
the legal remedies that can be undertaken to achieve more 
effective legal protection. This research employs a 
normative legal research method with statutory, 
conceptual, and case approaches, analyzed using a 
descriptive-qualitative method. The results indicate that 
existing regulations and law enforcement, including 
Financial Services Authority Regulation Number 
10/POJK.05/2022, the Personal Data Protection Law, the 
Consumer Protection Law, the Criminal Code, and the 
Electronic Information and Transactions Law, have not been 
effectively implemented. This is due to weak supervision, 
lack of strict sanctions, the proliferation of illegal fintech 
entities, and low public legal literacy. These weaknesses 
are also reflected in fragmented regulations and 
uncoordinated law enforcement. Therefore, it is necessary 
to strengthen and harmonize regulations, clarify the limits 
of personal data access, enhance sanctions, improve inter-
agency coordination, and provide more effective complaint 
mechanisms for fintech lending borrowers 
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Abstrak 
 

Perkembangan financial technology (fintech) di Indonesia, 

khususnya layanan fintech lending atau peer-to-peer 

lending, telah memberikan kemudahan akses pembiayaan 

bagi masyarakat. Namun, kemudahan tersebut diiringi oleh 

permasalahan hukum berupa praktik penagihan yang 

bersifat intimidatif serta penyalahgunaan data pribadi 

debitur, sehingga menempatkan debitur pada posisi hukum 

yang lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaturan dan penegakan hukum dalam mencegah praktik 

penagihan intimidatif serta penyalahgunaan data pribadi 

debitur fintech lending di Indonesia, serta mengidentifikasi 

kelemahan penegakan hukum dan upaya hukum yang dapat 

dilakukan guna mewujudkan perlindungan yang lebih 

efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 

pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang 

dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum 

yang ada, meliputi POJK Nomor 10/POJK.05/2022, Undang-

Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, belum berjalan efektif akibat lemahnya 

pengawasan, minimnya ketegasan sanksi, maraknya fintech 

ilegal, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. 

Kelemahan tersebut turut ditemukan dalam aspek regulasi 

yang tersebar dan penegakan hukum yang belum 

terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan dan harmonisasi regulasi, penegasan batasan 

akses data pribadi, peningkatan sanksi, penguatan 

koordinasi antarlembaga, serta penyediaan mekanisme 

pengaduan yang lebih efektif bagi debitur fintech lending. 

 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Debitur, Fintech Lending, 
Penagihan Intimidatif, Data Pribadi, Penegakan Hukum. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan: Perkembangan teknologi dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa 

perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Transformasi 

digital tidak hanya berdampak pada bidang sosial dan budaya, tetapi juga telah mengubah 

secara mendasar pola aktivitas ekonomi dan sistem layanan keuangan. Teknologi menjadi faktor 
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utama dalam mendorong efisiensi, kecepatan, serta kemudahan dalam berbagai transaksi, 

sehingga masyarakat semakin bergantung pada sistem digital dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Salah satu wujud nyata dari perkembangan tersebut adalah munculnya  inovasi di 

sektor jasa keuangan yang dikenal sebagai Financial Technology (fintech). Fintech merupakan 

bentuk integrasi antara teknologi dan layanan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas layanan, memperluas akses keuangan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat 

dalam melakukan transaksi. Kehadiran fintech menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang 

belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional, khususnya dalam hal pembiayaan. Di 

Indonesia, salah satu faktor fintech yang mengalami pertumbuhan pesat adalah layanan pinjam 

meminjam berbasis teknologi informasi atau “fintech peer-to-peer lending” (Selanjutnya 

disebut fintech lending). Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pinjaman 

secara cepat dan mudah tanpa melalui prosedur yang kompleks seperti pada lembaga keuangan 

perbankan konvensional. Kemudahan akses, proses yang relatif singkat, serta minimnya 

persyaratan administratif menjadikan fintech lending sebagai pilihan yang menarik terutama 

bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun demikian, dibalik 

kemudahan tersebut perkembangan fintech lending juga menimbulkan berbagai permasalahan 

hukum yang kompleks. Salah satu permasalahan utama adalah maraknya penyelenggara fintech 

lending ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberadaan 

fintech ilegal ini tidak hanya menunjukkan lemahnya pengawasan, tetapi juga berpotensi besar 

merugikan masyarakat karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum bagi pengguna 

layanan. Dalam banyak kasus, fintech ilegal justru menjadi sumber berbagai pelanggaran yang 

merugikan debitur. Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) melaporkan bahwa sejak tahun 2018 

hingga 2023 telah ditemukan dan dihentikan lebih dari 5.000 entitas fintech lending di 

Indonesia. Selain masalah legalitas, praktik penagihan yang bersifat intimidatif juga menjadi 

fenomena yang semakin mengkhawatirkan. Penagihan utang yang seharusnya dilakukan secara 

profesional dan sesuai ketentuan hukum, dalam praktiknya sering dilakukan dengan cara yang 

melanggar norma hukum dan etika. Laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta 

menunjukkan adanya ribuan pengaduan terkait tindakan penagihan intimidatif oleh debt 

collector seperti ancaman, teror, tekanan psikologis, hingga tindakan mempermalukan debitur 

dengan menyebarkan informasi pribadi kepada pihak lain, termasuk keluarga, teman, maupun 

rekan kerja. Praktik tersebut tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga berpotensi 

menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi debitur. Hal ini bertentangan dengan prinsip 

perlindungan konsumen serta melanggar hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 

28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari perspektif 

hukum perlindungan konsumen, posisi debitur fintech lending cenderung berada pada posisi 

yang lemah. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan informasi (asymmetric information) 

antara debitur dan pelaku usaha, dimana debitur seringkali tidak memahami secara penuh isi 

perjanjian yang disepakati. Selain itu, penggunaan perjanjian baku (standard contract) yang 

kompleks dan sulit dipahami semakin memperburuk posisi debitur. Ketidakseimbangan daya 

tawar (bargaining power) ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta membuka peluang 

terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak debitur. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang 

benar, jelas, dan jujur mengenai suatu layanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c. 
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Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah penyalahgunaan data pribadi debitur. Dalam 

proses pengajuan pinjaman, penyelenggara fintech lending biasanya meminta akses terhadap 

berbagai data pribadi seperti nomor telepon, daftar kontak, lokasi, hingga data lain yang 

bersifat sensitif. Meskipun pengumpulan data tersebut dilakukan untuk kepentingan verifikasi 

dan analisis resiko, data pribadi tersebut sering disalahgunakan sebagai alat tekanan dalam 

proses penagihan terutama ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Penyalahgunaan data 

pribadi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak atas privasi serta lemahnya 

perlindungan data dalam praktik fintech lending. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memberikan dasar hukum yang 

kuat. Pasal 20 UU PDP menegaskan bahwa data pribadi hanya boleh diproses sesuai dengan 

tujuan yang telah disetujui oleh subjek data. Namun, implementasi ketentuan dalam praktik 

fintech lending masih belum optimal seperti perjanjian baku yang sulit dipahami sehingga 

seringkali debitur tidak menyadari bahwa mereka telah memberikan persetujuan atas akses 

data yang luas. Hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan 

adanya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Dari sisi regulasi sektor keuangan, Otoritas 

Jasa Keuangan menerbitkan peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan 

Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang mengatur kewajiban 

penyelenggara, termasuk larangan melakukan penagihan dengan ancaman, kekerasan, atau 

tindakan yang merendahkan martabat manusia.Perlindungan hukum terhadap debitur fintech 

lending seharusnya dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya melalui pendekatan 

administratif, tetapi juga melalui hukum perdata, pidana, perlindungan konsumen, dan hak 

asasi manusia. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan penagihan yang disertai ancaman 

dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP, Saat 

ini berdasarkan UU No 1 th 2023 diatur dalam Pasal 482 yang menyatakan bahwa pemaksaan 

dengan kekerasan atau ancaman untuk memperoleh keuntungan merupakan tindak pidana. 

Sementara itu, penyebaran data pribadi yang merugikan debitur juga dijerat dengan ketentuan 

dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).Dari sisi hukum perdata, 

debitur yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan 

melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Namun, upaya hukum ini 

jarang ditempuh karena keterbatasan biaya, waktu, dan pengetahuan hukum. Dalam praktek 

fintech lending masih sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Hal ini 

menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan implementasinya 

di lapangan. Lemahnya pengawasan, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, serta belum 

optimalnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan masih maraknya 

praktik penagihan intimidatif serta penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan fintech. 

Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur fintech lending masih 

belum berjalan secara optimal, baik dari aspek preventif maupun represif. Oleh karena itu, 

diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum yang tersedia 

bagi debitur, serta bagaimana penerapan regulasi dalam menangani praktik penagihan 

intimidatif dan penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini penting untuk memberikan 

kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan yang lebih maksimal bagi masyarakat sebagai 

pengguna layanan fintech di Indonesia. 
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METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative 
legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis 
peraturan perundang-undangan, doktrin, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan objek 
penelitian. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri 
dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, 
perjanjian, dan doktrin. Pemilihan jenis penelitian normatif dalam penelitian ini didasarkan 
pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan pengaturan hukum 
dan implementasi regulasi yang berlaku dalam perlindungan debitur fintech lending. Dengan 
pendekatan normatif, peneliti dapat menelaah secara mendalam berbagai peraturan 
perundang-undangan yang relevan serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum 
yang ada dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan 
penelitian yang saling melengkapi guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap 
permasalahan yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan 
dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan 
isu hukum perlindungan debitur fintech lending, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data 
Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
10/POJK.05/2022, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan dengan 
mempelajari doktrin-doktrin, pandangan, dan konsep hukum yang berkembang dalam ilmu 
hukum, khususnya yang berkaitan dengan teori perlindungan hukum, hukum perlindungan 
konsumen, dan hukum perlindungan data pribadi. Sementara itu, pendekatan kasus (case 
approach) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan praktik 
penagihan intimidatif dan penyalahgunaan data pribadi debitur fintech lending yang telah 
memperoleh putusan hukum atau mendapatkan penanganan dari Otoritas Jasa Keuangan. 
Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan 
hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, KUH Perdata, KUHP berdasarkan UU Nomor 1 
Tahun 2023, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 27 Tahun 2022 
tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta POJK Nomor 10/POJK.05/2022 
tentang Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Bahan hukum sekunder meliputi 
buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga terkait, serta literatur 
hukum mengenai perlindungan debitur fintech lending. Bahan hukum tersier meliputi kamus 
hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta sumber internet yang 
kredibel dan relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui 
studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah bahan 
hukum yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum diperoleh melalui perpustakaan, basis 
data hukum daring, laman resmi pemerintah dan OJK, serta sumber ilmiah seperti Google 
Scholar, Garuda, dan SINTA. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran 
hukum (legal interpretation) dan konstruksi hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis 
dengan mengkaji bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori 
hukum yang relevan. Penafsiran yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, 
dan teleologis untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil 
analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai 
pengaturan dan penegakan hukum perlindungan debitur fintech lending, kelemahan 
perlindungan hukum, serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perlindungan 
yang lebih efektif. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil dan Pembahasan: Berdasarkan hasil kajian normatif, Indonesia telah memiliki kerangka 

hukum yang relatif lengkap dalam mencegah praktik penagihan intimidatif dan penyalahgunaan 

data pribadi debitur fintech lending. Pengaturan tersebut tersebar dalam peraturan sektoral 

OJK, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta 

ketentuan hukum pidana dan perdata. Perlindungan debitur dilakukan melalui pendekatan 

hukum administrasi, pidana, dan perdata, baik secara preventif maupun represif. Meskipun 

penelitian berfokus pada penyelenggara fintech lending berizin, keberadaan fintech ilegal 

tetap memengaruhi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. POJK Nomor 

10/POJK.05/2022 menjadi instrumen utama dalam mengatur penagihan. Pasal 49 ayat (1) dan 

(2) mengharuskan penagihan dilakukan kepada debitur secara santun dan tidak melanggar 

haknya, sedangkan ayat (3) melarang ancaman, kekerasan fisik maupun psikis, kata-kata kasar 

dan merendahkan martabat, penagihan kepada pihak lain, penagihan di luar waktu yang 

ditentukan, serta penyebaran informasi yang mempermalukan debitur. Penagihan yang disertai 

ancaman atau kekerasan juga dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan. 

Penerapan hukum pidana dapat dilihat dalam Putusan PN Jakarta Utara Nomor 

438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr terkait ancaman dan penyebaran data pribadi (doxing). Dari sisi 

perdata, penagihan intimidatif dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum 

berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata sehingga debitur dapat menuntut ganti kerugian. 

Perlindungan data pribadi diatur secara khusus dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang 

Perlindungan Data Pribadi. Pasal 20 mensyaratkan pemrosesan data berdasarkan persetujuan 

untuk tujuan tertentu yang telah diinformasikan secara jelas, sedangkan POJK Nomor 

10/POJK.05/2022 membatasi jenis data yang dapat diakses penyelenggara. UU PDP juga 

memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara 

pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan data, dan denda administratif, serta sanksi pidana 

berupa pidana penjara dan denda terhadap perolehan, pengungkapan, atau penggunaan data 

pribadi secara melawan hukum. OJK memiliki peran sentral dalam penegakan hukum melalui 

pengawasan dan Satgas PASTI yang melakukan pemblokiran terhadap entitas pinjaman daring 

ilegal serta menindaklanjuti laporan mengenai nomor debt collector yang melakukan ancaman 

atau intimidasi. Namun, sanksi administratif OJK pada umumnya hanya dapat diterapkan 

terhadap penyelenggara yang berizin dan terdaftar, sehingga tidak menjangkau fintech ilegal. 

Penegakan pidana dapat dilakukan melalui Pasal 368 KUHP, Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 32 UU 

ITE, serta UU PDP sebagai lex specialis dalam penyalahgunaan data pribadi. Sementara itu, 

jalur perdata dapat ditempuh berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata untuk menuntut kerugian 

materiil maupun immateriil, meskipun masih jarang digunakan karena keterbatasan biaya, 

waktu, dan pemahaman hukum. Secara normatif, instrumen hukum yang tersedia relatif 

komprehensif, tetapi efektivitas implementasinya masih menghadapi kesenjangan. OJK 

mencatat 18.633 pengaduan terkait pinjaman online ilegal sepanjang 1 Januari sampai 30 

November 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya 

sejalan dengan praktik, terutama karena pelanggaran banyak dilakukan oleh entitas di luar 

pengawasan resmi OJK. Pengaturan relatif efektif secara preventif terhadap penyelenggara 

berizin, sedangkan terhadap fintech ilegal penegakan cenderung bersifat represif melalui 

pemblokiran setelah entitas ditemukan beroperasi dan menimbulkan kerugian. 



Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 

Vol 16 No 11 Tahun 2026 
Cahaya Ilmu Bangsa Institute 

 

CAUSA 

ISSN 3031-0369 
 

 

Penelitian menemukan empat kelemahan utama dalam penegakan hukum, yaitu fragmentasi 

regulasi, keterbatasan kelembagaan dan pengawasan, belum optimalnya penegakan sanksi, 

serta rendahnya literasi hukum dan keterbatasan akses keadilan. Pengaturan yang tersebar 

dalam POJK, UU PDP, UUPK, KUHP, dan UU ITE serta berada di bawah kewenangan berbagai 

lembaga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kendala koordinasi, terutama 

dalam menangani pelanggaran yang sekaligus berkaitan dengan penagihan intimidatif, 

penyalahgunaan data pribadi, dan tindak pidana. Dari aspek kelembagaan, perkembangan 

teknologi dan kemudahan pembentukan platform daring menyebabkan pengawasan terhadap 

fintech ilegal semakin kompleks. Pemblokiran oleh Satgas PASTI masih cenderung reaktif karena 

dilakukan setelah entitas beroperasi dan menimbulkan kerugian. Sepanjang 2025, Satgas PASTI 

memblokir 2.263 entitas pinjaman online ilegal, sementara fenomena cat and mouse 

menunjukkan bahwa entitas ilegal terus muncul kembali. Kondisi tersebut menunjukkan 

keterbatasan deteksi dini dan koordinasi pengawasan lintas platform dan yurisdiksi. Penegakan 

sanksi juga menghadapi keterbatasan karena sanksi administratif OJK terutama berlaku bagi 

penyelenggara berizin, sedangkan fintech ilegal berada di luar kewenangan tersebut. 

Penerapan penuh UU PDP yang baru efektif sejak 17 Oktober 2024 juga menyebabkan preseden 

penegakan sanksi berdasarkan UU PDP terhadap sektor fintech lending masih terbatas. Selain 

itu, rendahnya literasi hukum dan keuangan digital menyebabkan sebagian debitur tidak 

memahami hak atas perlindungan data pribadi dan penagihan yang sesuai hukum. Keterbatasan 

biaya, informasi, dan prosedur bantuan hukum turut menyebabkan banyak pelanggaran tidak 

dilaporkan sehingga memengaruhi efektivitas pengawasan. Upaya preventif dapat dilakukan 

dengan memastikan legalitas penyelenggara melalui kanal resmi OJK, memahami syarat dan 

ketentuan dalam perjanjian elektronik, serta membatasi izin akses aplikasi hanya terhadap 

data yang relevan. Apabila terjadi penagihan intimidatif atau penyalahgunaan data pribadi, 

debitur dapat menempuh pengaduan kepada OJK atau Kementerian Komunikasi dan Digital, 

penyelesaian melalui LAPS SJK, pelaporan pidana berdasarkan ketentuan KUHP, UU ITE, atau 

UU PDP sesuai bentuk pelanggaran, serta gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. 

Debitur yang tidak mampu juga dapat memperoleh bantuan hukum melalui lembaga bantuan 

hukum. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dan Saran: Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan 
penegakan hukum terhadap penagihan intimidatif serta penyalahgunaan data pribadi debitur 
fintech lending di Indonesia telah didukung oleh berbagai ketentuan hukum, tetapi 
pelaksanaannya belum efektif. Kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik masih terlihat 
dari adanya pengaduan serta praktik penagihan yang menyimpang. Kondisi tersebut dipengaruhi 
oleh lemahnya pengawasan, belum optimalnya penerapan sanksi, sulitnya pengawasan 
terhadap fintech lending ilegal, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Perlindungan 
hukum terhadap debitur juga masih menghadapi kelemahan pada aspek regulasi dan penegakan 
hukum. Tersebarnya pengaturan, batasan akses data pribadi yang belum optimal, pengawasan 
terhadap perjanjian baku, koordinasi antarlembaga, serta akses debitur terhadap mekanisme 
pengaduan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan. Temuan penelitian ini 
menunjukkan bahwa penguatan perlindungan debitur tidak hanya memerlukan keberadaan 
regulasi, tetapi juga pengawasan dan penegakan hukum yang terintegrasi. Secara teoretis, 
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penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat kajian perlindungan hukum konsumen 
dalam layanan fintech lending, sedangkan secara praktis menjadi dasar bagi penguatan 
pengawasan, penegakan hukum, dan mekanisme perlindungan debitur. OJK dan lembaga terkait 
perlu memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan fintech lending, khususnya terhadap 
praktik penagihan dan pemrosesan data pribadi debitur. Pengawasan tersebut perlu dilakukan 
secara lebih proaktif dan didukung dengan koordinasi yang lebih baik antara OJK, lembaga 
pelindungan data pribadi, kementerian terkait, dan kepolisian. Selain itu, diperlukan 
pengaturan teknis yang lebih jelas mengenai batasan akses dan penggunaan data pribadi serta 
penyederhanaan perjanjian baku agar ketentuan yang disepakati dapat dipahami dengan lebih 
mudah oleh debitur. Penyelenggara fintech lending juga perlu meningkatkan kepatuhan 
terhadap ketentuan hukum dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, terutama dalam penggunaan 
data pribadi dan pelaksanaan penagihan. Tenaga penagih perlu memiliki kompetensi yang 
memadai dan melaksanakan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, 
penyelenggara perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif 
agar permasalahan yang dialami debitur dapat ditangani secara lebih cepat tanpa memperbesar 
kerugian yang dialami. Masyarakat sebagai debitur perlu meningkatkan pemahaman mengenai 
hak dan kewajibannya dalam menggunakan layanan fintech lending. Sebelum menggunakan 
layanan, masyarakat perlu memastikan legalitas penyelenggara serta memahami ketentuan 
dalam perjanjian dan penggunaan data pribadi. Apabila terjadi penagihan yang intimidatif atau 
penyalahgunaan data pribadi, debitur perlu segera menggunakan mekanisme pengaduan yang 
tersedia atau menempuh upaya hukum sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dialami. 
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